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PUTUSAN
Nomor 4040/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali  telah memutus dalam

perkara:

PT  UNIVERSAL AGRI  BISNISINDO,  beralamat  di  Jalan

Raya  Narogong  Km.  13,5  Desa  Cikiwul,  Bantar  Gebang,

Bekasi 17310, yang diwakili oleh I Wayan Mertayasa, jabatan

Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan

DIREKTUR  JENDERAL  BEA  DAN  CUKAI,  tempat

kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H.,

kewarganegaraan Indonesia, jabatan  Kepala Sub Direktorat

Upaya  Hukum,  pada  Direktorat  Keberatan,  Banding  dan

Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-

kawan,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor  SKU-

134/BC.06/2017, tanggal 13 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  surat-surat  yang  bersangkutan  yang  merupakan  bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,

ternyata  Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengajukan  permohonan

peninjauan  kembali  terhadap  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor

Put-82353/PP/M.IXB/19/2017,  tanggal  27  Maret  2017, yang  telah

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Menyatakan  bahwa  banding  yang  diajukan  Pemohon  Banding  dapat

diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
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2. Bahwa  Pemohon  Banding  sebagai  produsen  pakan  ternak  ayam

menyimpulkan bahwa  feather meal yang Pemohon Banding impor lebih

tepat  masuk  ke  dalam  dan  sesuai  dengan  deskripsi  HS  Code

2309.90.90.00 bukan HS Code 0505.90.90.00;

3. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang,  bahwa atas  banding tersebut,  Terbanding mengajukan

Surat Uraian Banding tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang,  bahwa  amar  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put-

82353/PP/M.IXB/19/2017, tanggal  27 Maret 2017,  yang telah berkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak  banding  Pemohon  Banding  terhadap  Surat  Penetapan

Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-06/BC/2016

tanggal 16 Februari 2016, atas nama PT Universal Agri Bisnisindo, NPWP

01.758.310.5-431.000, beralamat di  Jalan Raya Narogong Km. 13,5 Desa

Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310, dan menetapkan atas barang impor

berupa Feather Meal/Hydrolized Feather Meal yang diberitahukan dalam 20

(dua puluh) PIB berdasarkan LHA Nomor LHA-44/BC.62/IP/2016 tanggal 10

Februari  2016  diklasifikasikan  pada  pos  tarif  0505.90.90.00  dengan

pembebanan tarif  bea masuk 5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam

rangka  impor  yang  masih  harus  dibayar  adalah  sebesar

Rp1.079.907.000,00;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakhir  ini  diberitahukan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017, kemudian

terhadapnya  oleh  Pemohon  Peninjauan  Kembali  diajukan  permohonan

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

tanggal 26 Oktober 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  peninjauan  kembali

diajukan pada tanggal 26 Oktober 2017, sedangkan pemberitahuan putusan

yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap,  yaitu  Putusan  Pengadilan

Pajak Nomor  Put-82353/PP/M.IXB/19/2017,  tanggal  27 Maret  2017,  telah

dilakukan pada tanggal 18 April 2017, sehingga permohonan tersebut telah
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melewati  tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan  sebagaimana  ditentukan  dalam

Pasal 92  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang,  bahwa  karena  permohonan  peninjauan  kembali

dinyatakan  tidak  diterima,  maka  biaya  perkara  dalam  tingkat  peninjauan

kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun

2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun

1985  tentang  Mahkamah Agung sebagaimana yang  telah  diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,  Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang

terkait;

MENGADILI:
1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali PT UNIVERSAL AGRI BISNISINDO tidak diterima;

2. Menghukum  Pemohon  Peninjauan  Kembali  membayar  biaya  perkara

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr.

H.  Yodi  Martono  Wahyunadi,  S.H.,  M.H.,  Hakim-Hakim  Agung  sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
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Anggota Majelis:    Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.       Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

     Panitera Pengganti,

       ttd.

  Mohamad Yusup, S.H. 

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp  2.480.000,00  

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI

a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

 

 

 

 

  H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum  .  
    NIP. 19610514 198612 1 001
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